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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR 700.45-33 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 
ZONA INTEGRITAS INTI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR 

Menimbang 

Mengingat 

Bahwa dalam rangka Pembinaan Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Unit/Satuan 
Kerja, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota 
Bogor tentang Pedoman Pendampingan Dan Evaluasi 
Pembangunan Zona Integritas Inti Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Begor. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona lntegritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
2023; 

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona lntegritas 2023; 
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7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah Kota Bogar 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran daerah Kota Bogor Nomor 

118); 

8. Peraturan Wali Kata Bogor Nomor 50 Tahun 2021 Tentang 
Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan 
Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Inspektorat 
Daerah; 

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang 
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan 
Inspektorat Dae rah Kota Bogar. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU Pedoman Pendampingan Dan Evaluasi Pembangunan Zona 
Integritas Inti Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kata Bogar; 

KEDUA Pedoman Pendampingan Dan Evaluasi Pembangunan Zona 
Integritas Inti Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana 
terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian 
vane: tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

KETIGA Pedoman Pendampingan Dan Evaluasi Pembangunan Zona 
Integritas Inti Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan 
bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor pada saat melaksanakan 
Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; 

KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan 
ditetapkan kemudian; 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Bogor, 20 September 2023 

INSPEK UR DAERAH KOTA BOGOR, , 

aAT ·t,_ 
• 

pre. PUPI W. PURNAMA, M.Si.,QGIA 
Pembina Utama Muda - IV/c 
NIP 19700715199009 1002 

SN11SO 37001:2016 SMAP 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR BOGOR 
700.45- 33 TAHUN 2023 
20 SEPTEMBER 2023 
PEDOMAN PENDAMPINGAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS INTI MENUJU 
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah 
clinamika kompleksitas global, yang menyebabkan semakin tingginya tuntutan 
masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. Dalam hal ini, pemerintah telah 
menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan 
pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang diarahkan pada tiga kondisi, 
yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta 
pelayanan publik yang prim.a, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). 

Terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tentang Perencanaan Pembinaan 
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 telah 
mengamanatkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan Asistensi dan 
Penilaian Mandiri atas Pembangunan Reformasi Birokrasi. 

Berbicara Reformasi Birokrasi, maka tidak terlepas dari Pembangunan 
Zona Integritas {ZI) yang merupakan miniatur dari pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi, serta termasuk ke dalam salah satu area perubahan dalarn 
Reformasi Birokrasi, yaitu Area Perubahan Pengawasan. Tujuan Pembangunan 
Zona Integritas adalah untuk mempercepat pencapaian sasaran Reformasi 
Birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta 
pelayanan pu blik yang prim a. 

Pembangunan Zona Integritas pada prinsipnya mencakup dua 
komponen, yaitu Pengungkit dan Hasil. Komponen Pengungkit merupakan 
aspek tata kelola {governance) internal Unit Kerja/Satuan Kerja clan Komponen 
Hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari 
perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. 

Terkait keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada Unit 
Kerja/Satuan Kerja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reform.asi 
Birokrasi (MenPAN-RB) akan memberikan predikat kepada Unit Kerja/Satuan 
Kerja yang telah berhasil melaksanakan Refonnasi Birolcrasi dengan baik, yang 
telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen 
pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang prima. Predikat tersebut berupa Wilayah Bebas Dari 
Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani {WBBM). 
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Dalam hal penilaian atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, 
Peraturan MenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan 
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Dan Melayani mengamanatkan bahwa selama Unit 
Kerja/Satuan Kerja membangun Zona Integritas di Internalnya masing-masing, 
maka perlu d.ilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai 
Internal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 
pembangunan Zl berjalan sesuai dengan yang direncanakan. TPI merupakan 
Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan 
evaluasi dan memberikan rekomendasi (assess dan assist) terhadap Unit 
Kerja/Satuan Kerja yang sedang membangun ZI. Pada implementasinya, 
penilaian internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) yang dibantu unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan 
penilaian dan asistensi pada komponen pembangunan ZI. 

Sejalan dengan amanat Permendagri dan Permen PAN-RB tersebut di 
atas, lnspektorat Daerah Kata Bogor telah menetapkan kegiatan 
Pembinaan/Pendampingan Zona Integritas serta Penilaian Mandiri 
Pembanguan Zona Integritas kedalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan 
(PKPT), namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal 
dikarenakan belum ada Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Bogor yang berhasil memperoleh predikat WBK. Hal ini tentunya 
menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya. Pembinaan yang tepat 
sasaran serta berkesinambungan dan dibantu dengan adanya penggunaan 
tekhnologi inforrnasi diharapkan dapat menjadi solusi dari perrnasalahan ini. 
Untuk itu, Penyusunan Pedoman Pendampingan Dan Evaluasi Pembangunan 
Zona Integritas Inti Menuj Wilayah Bebas Dari Korpsi (WBK) diharapkan dapat 
menjadi salah satu strategi untuk keberhasilan pembinaan Zona Integritas 
kepada Unit Kerja/Satuan Kerja. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari d.ibuatnya pedoman ini adalah memberikan pemahaman 
yang sama kepada APIP (Inspektorat Daerah Kota Bogor) dalam melaksanakan 
pendampingan dan evaluasi Pembangunan ZI Inti kepada Unit Kerja/Satuan 
Kerja yang akan melaksanakan pembangunan Zona Integritas. 

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan/panduan bagi APIP 
{Inspektorat Daerah Kola Bogar) dalam melaksanakan pendampingan dan 
evaluasi kepada Unit Kerja/Satuan Kerja yang akan melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi: 
1. Aspek-aspek dalam Pembangunan ZI Inti; 
2. Waktu dan Motode Pendampingan Pembangunan ZI; 
3. Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas Inti. 
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BAB II 
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS INTI 

A. ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS INTI 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang cliberikan kepada Unit 
Kerja/Satuan Kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen 
untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi 
Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam 
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Pembinaan dan pendampingan kepada Unit/Satuan Kerja yang akan 
melaksanakan Pembangunan ZI diharapkan dapat lebih meningkatkan 
keberhasilan Unit Kerja/Satuan Kerja untuk mendapatkan predikat Wilayah 
Bebas Dari Korupsi (WBK). 

Pembangunan Zona Integritas Inti merupakan salah satu strategi 
dalam rangka pembinaan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja yang akan 
melaksanakan Pembangunan ZI, di mana didalamnya meliputi 2 (dua) Aspek, 
yaitu Aspek Utama dan Aspek Pendukung. 

1. ASPEK UTAMA 

Aspek Utama Pembangunan Zona lntegritas Inti meliputi 4 {empat) aspek, 
yaitu: 

a. ASPEK KOMITMEN PIMPINAN DAN PEGAWAI 
Pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja/Satuan Kerja harus memiliki 
keingi.nan dan komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas. 
Hal ini dapat diwujudkan melalui: 
1) Penandatanganan Pakta Integritas; 
2) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI yang mempunyai tugas 

menyusun Program Kerja Pembangunan Zona Integritas yang 
mengakomodir isu strategis ke dalam area perubahan, yaitu: 
a) Manajemen Perubahan; 
b) Penataan Tatalaksana; 
c) Penataan Sistem Manajemen SOM Aparatur; 
d) Penguatan Akuntabilitas; 
e) Penguatan Pengawasan; dan 
f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

3) Penetapan Agen Perubahan, d.i.mana Agen Perubahan memberikan 
kontribusi terhadap perubahan pada Unit Kerja/Satuan Kerjanya. 

b. ASPEK PELAYANAN PUBLIK 
Pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja/Satuan Kerja harus dapat 
membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggara 
pelayanan publik dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai 
sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik, yaitu dengan: 
1) Memiliki kebijakan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis 

pelayanan; 
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2) Membuat inovasi dalam rangka mendorong perbaikan seluruh 
pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah) serta dapat 
memecahkan permasalahan pada Unit Kerja/Satuan Kerja; 

3) Melakukan survei mandiri terhadap Survei Persepsi Kualitas 
Pelayanan (SPKP) dengan cara: 
a} Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan; 
b) Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah 

selesai menerima pelayanan; 
c) Pelaksanaan survei diutamakan memanfaatkan media berbasis 

digital; 
d) Kuisioner survei minimal memuat: 

(!) Data Lengkap Responden (Nama dan Nomor HP); dan 
(2) Mencakup 8 (delapan) pertanyaan yang menerangkan: 

(a) lnformasi pelayanan pada unit layanan tersedia melalui 
media elektronik maupun non elektronik; 

(b) Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan; 

(c) Prosedur / alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan 
mudah diikuti/ dilakukan; 

(d) Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima 
sesuai dengan yang d.itetapkan unit layanan; 

(e) Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit 
layanan sesuai dengan tarif/biaya yang d.itetapkan; 

(f) Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem 
pelayanan online yang disediakan unit layanan 
memberikan kenyamanan/mudah digunakan; 

(g} Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit 
layanan ini merespon keperluan penerima layanan 
dengan cepat; dan 

(h) Layanan konsultasi dan pengaduan yang dised.iakan 
unit layanan mudah digunakan/diakses. 

4) Membuat laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mandiri 
terhadap SPKP dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 
(IPKP) disertai dengan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan 
layanan, dimana nilai hasil survei adalah 2 3,2. 

5) Hasil Survei dipublikasikan di berbagai kanal media elektronik dan 
non elektronik. 

c. ASPEK PENGAWASAN 
Pi.mpinan dan pegawai pada Unit Kerja/Satuan Kerja harus dapat 
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN, yaitu dengan: 
1) Melakukan identifikasi risiko dan mitigasinya; 
2) Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam 

tu gas fungsi u tam a; 
3) Mempunyai saluran pengaduan baik untuk internal (WBS) maupun 

masyarakat; 
4) Mempunyai unit Pengelolaan Pengaduan yang terdiri dari: 

a) Tim pengelola pengaduan; 
4 
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b) Kebijakan mekanisme pengaduan yang dipublikasikan melalui 
berbagai kanal baik media elektronik maupun non elektronik; 

c) Register pengaduan; dan 
d) Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan secara berkala 3 

(tiga) bulan sekali. 
5) Melakukan survei mandiri terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi 

(SPAK) dengan cara: 
a) Survei d.ilakukan terhadap semuajenis layanan; 
b) Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah 

selesai menerima pelayanan; 
c) Pelaksanaan survei diutamakan memanfaatkan media berbasis 

digital; 
d) Kuisioner survei minimal memuat: 

(I) Data Lengkap Responden (Nama dan Nomor HP); dan 
(2) Mencakup 5 (lima) pertanyaan yang menerangkan: 

(a) Tidak ada diskriminasi; 
(b) tidak ada kecurangan (Fraud); 
(c) Tidak ada penerimaan imbalan (gratifikasi); 
(d) Tidak ada Pungutan Liar (pungli); dan 
(e) Tidak ada percaloan 

6) Membuat laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mandiri 
terhadap SPAK dalarn bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 
disertai dengan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan 
layanan, dimana nilai hasil survei adalah 2 3,6. 

7) Hasil Survei dipublikasikan di berbagai kanal media elektronik dan 
non elektronik. 

d. ASPEK CAPAIAN KINERJA 
Target Kinerja Utarna Unit Kerja/Satuan Kerja yang diperjanjikan 
harus tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian tahun 
sebelumnya. 

2. ASPEK PENDUKUNG 
Aspek pendukung pada pembangunan Zona Integritas Inti meliputi: 
a. Unit Kerja/Satuan Kerja harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi 

hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
maupun BPK atau 100% TLHP (Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan / Pemeriksaan); 

b. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Negara (LHKAN) 100% (seratus persen); dan 

c. Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja 
internal minimal "B" untuk Unit Kerja/Satuan Kerja yang diusulkan 
menuju WBK. 

B. WAKTU PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 

Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Zona lntegritas Inti pada 
Unit Kerja/Satuan Kerja adalah dalam kurun waktu bulan Januari sampai 
dengan Desember setiap tahunnya, dengan tahapan pelaksanaan sebagai 
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berikut: 
1. Sosialisasi Pembangunan ZI Inti; 
2. Pembinaan Pembangunan ZI Inti; 
3. Monitoring Pembangunan ZI Inti; 
4. Evaluasi Pembangunan ZI Inti; dan 
5. Penentuan Unit Kerja/Satuan Kerja yang akan diusulkan 

Pembangunan Zona lntegritas untuk memperoleh predikat WBK 

C. METODE PENDAMPINGAN 

dalam 

Metode yang dilakukan dalam Pendampingan Pembangunan Zona 
Integritas meliputi Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, serta 
Konsultasi baik melalui media sosial maupun tatap muka. 
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BAB III 
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS INTI 

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Inti dilaksanakan kepada Unit 
Kerja/Satuan Kerja yang telah mendapatk.an sosialisasi, pembinaan, dan 
monitoring atas Pembangunan Zona lntegritas. Pelaksanaan evaluasi meliputi 
Evaluasi Aspek Utama dan Evaluasi Aspek Pendukung Zona Integritas Inti. 

Aspek-aspek dalam pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas 
Inti adalah sebagai berikut: 

NO. ASPEK 

1 ASPEK UTAMA 

1.1 Aspek Komitmen Pimpinan dan Pegawai 

1.2 Aspek Pelayanan Publik 

1.3 Aspek Pengawasan 

1.4 Aspek Capaian Kinerja 

BOBOT 

80% 

15% 

25% 

25% 

15% 

2 ASPEK PENDUKUNG 20% 

A. EVALUASI ASPEK UTAMA ZONA INTEGRITAS INTI (BOBOT 80%) 

1. ASPEK KOMITMEN PIMPINAN DAN PEGAWAI [BOBOT 15%) 

a. Evaluasi Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai meliputi: 
1) Penandatanganan Pakta lntegritas oleh seluruh pegawai; 
2) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI oleh Pimpinan Unit 

Kerja; 
3) Program Kerja yang disusun oleh Tim Kerja telah mengakomodir 

isu strategis yang diselaraskan ke dalam area perubahan; dan 
4) Penetapan Agen Perubahan oleh Pimpinan Unit Kerja, climana Agen 

Perubahan memberikan kontribusi terhadap perubahan pada Unit 
Kerja/Satuan Kerjanya. 

b. Dokumen yang dibutu.hkan: 
1) Dokumen Pakta lntegritas yang ditandatangani seluruh pegawai 

pada Unit kerja/Satuan Kerja, Daftar Pegawai; 
2) SK Tim Kerja Zl; 
3) Program Kerja Tim Pembangunan ZI, Renstra Unit Kerja/Satuan 

Kerja; dan 
4) SK Agen Perubahan dan bukti kontribusi terhadap perubahan. 

2. ASPEK PELAYANAN PUBLIK (BOBOT 25%) 

a. Evaluasi Pelayanan Publik meliputi: 
1) Kebijakan Standar Pelayanan atas seluru.h jenis layanan; 
2) Inovasi yang diciptakan untuk menyelesaikan pennasalahan; dan 
3) Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dengan nilai 

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 2 3,2 yang dilaksanakan 
setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut: 
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a) Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan: 
b) Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah 

selesai menerima pelayanan; 
c) Pelaksanaan survei diutamakan memanfaatkan media berbasis 

digital; 
d) Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) ctilaksanakan 

sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 4 Tahun 2023 d.imana 
dalam kuisioner minimal memuat : 
(1) Data Lengkap Responden (Nama dan Nomor HP); dan 
(2) Mencakup 8 (delapan) pertanyaan yang menerangkan: 

(a) lnfonnasi pelayanan pada unit layanan tersedia melalui 
media elektronik maupun non elektronik; 

(b) Persyaratan pelayanan yang diinfonnasikan sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan; 

(c) Prosedur / alur pelayanan yang clitetapkan unit layanan 
mudah diikuti/dilakukan; 

(d) Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima 
penerima layanan sesuai dengan yang ditetapkan unit 
layanan; 

(e) Tarif/biaya pelayanan yang clibayarkan pada unit 
layanan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan; 

(f) Sarana prasarana pendukung pelayanan/ sistem 
pelayanan online yang d.ised.iakan unit layanan 
memberikan kenyamanan/mudah digunakan; 

(g) Petugas pelayanan/ sistem pelayanan online pada unit 
layanan merespon keperluan penerima layanan dengan 
cepat; dan 

{h) Layanan konsultasi dan pengaduan yang ctisediakan 
unit layanan mudah digunakan/diakses. 

4) Membuat laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mand.iri 
terhadap SPKP dalam bentuk lndeks Persepsi Kualitas Pelayanan 
(IPKP) clisertai dengan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan 
layanan, dimana nilai hasil survei adalah 2 3,2. 

5) Hasil Survei dipublikasikan di berbagai kanal media elektronik dan 
non elektronik. 

b. Dokumen yang clibutuhkan: 
1) Dokumen SK Standar Pelayanan terhadap semua jenis layanan 

(SOP); 
2) Daftar inovasi yang dimiliki dalam rangka penyelesaian masalah; 
3) Laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mandiri terhadap 

SPKP dalam bentuk lndeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 
disertai dengan analisa clan rencana tindak lanjut perbaikan 
layanan, dimana nilai hasil survei adalah 2 3,2; dan 

4) Dokumentasi publikasi hasil survey di media elektronik clan non 
elektronik (foto penayangan dan/atau Screenshot Penayangan). 
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3. ASPEK PENGAWASAN (BOBOT 25%) 

a. Evaluasi Pengawasan meliputi: 
1) Identifikasi risiko, mitigasi risiko serta hasil dari mitigasi risiko; 
2) Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan 

dalam tu gas fungsi u tam a 
3) Saluran Pengaduan baik untuk internal {WBS) rnaupun 

masyarakat; 
4) Pengelolaan Pengaduan yang terd.iri dari: 

a) Tim Pengelolaan Pengaduan; 
b) Kebijakan mekanisme pengaduan yang dipublikasikan melalui 

berbagai kanal baik media elektronik maupun non elektronik; 
c) Register pengaduan; 
d) Laporan rekapitulasi pengaduan yang dilakukan secara berkala 

3 (tiga) bulan sekali; 
5) Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan nilai lndeks 

Persepsi Anti Korupsi (IPKP) 2> 3,6 yang dilaksanakan setiap bulan, 
dengan rincian sebagai berikut: 
a) Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan: 
b) Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah 

selesai menerima pelayanan; 
cl Pelaksanaan survei diu tamakan memanfaatkan media berbasis 

digital; 
d) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan sesuai 

dengan SE Menpan RB Nomor 4 Tahun 2023 dimana dalam 
kuisioner minimal memuat : 
(1) Data Lengkap Responden (Nama dan Nomor HP); dan 
(2) Mencakup 5 (lima) pertanyaan yang menerangkan: 

(a) Tidak ada diskriminasi; 
(b) tidak ada kecurangan (Fraud; 
(c) Tidak ada penerimaan imbalan (Gratifikasi); 
(d) Tidak ada Pungutan Liar (Pungli); dan 
(e) Tidak ada percaloan. 

6) Membuat laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mandiri 
terhadap SPAK dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 
disertai dengan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan 
layanan, dimana nilai hasil survei adalah 2 3,6. 

7) Hasil Survei wajib dipublikasikan di berbagai kanal media 
elektronik dan non elektronik. 

b. Dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi aspek pelayanan adalah: 
a. Dokumen identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian 

(mitigasi) atas risiko disertai dengan penerapan yang diharapkan; 
b. SK Tim Pengelola Pengaduan; 
c. Aturan/Kebijakan Mekanisme Pengaduan; 
d. Dokumentasi publikasi kebijakan mekanisme pengaduan di 

media elektronik dan non elektronik (foto penayangan dan/atau 
screenshot penayangan}; 
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e. Buku Register Pengaduan; 
f. Laporan Rekapitulasi Penyelesaian Pengaduan; 
g. Laporan rekapitulasi bulanan atas hasil survei mandiri terhadap 

SPAK dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) disertai 
dengan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan layanan, 
dimana nilai hasil survei adalah 2 3,6.; 

h. Dokumentasi publikasi basil survey di media elektronik dan non 
elektronik (foto penayangan dan/atau screenshot penayangan}; 
dan 

1. Hasil identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas 
fungsi utama 

4. ASPEK CAPAIAN KINERJA (BOBOT 15%) 

a. Evaluasi Capaian Kinerja meliputi Target Kinerja Utama Unit 
Kerja/Satuan Kerja yang diperjanjikan harus tercapai lebih dari 100% 
dan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. 

b. Dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi aspek capaian kinerja 
adalah: 
1) SK !KU Unit Kerja/Satuan Kerja; dan 
2) Laporan Kinerja (LKIP) Unit Kerja/Satuan Kerja. 

B. EVALUASI ASPEK PENDUKUNG ZONA INTEGRITAS INTI (BOBOT 20%) 

1. Evaluasi Pendukung Zona lntegritas inti meliputi persyaratan: 
a. Unit Kerja/Satuan Kerja sudah melakukan pembangunan ZI minimal 

1 (satu) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja (bobot 5%); 

b. Unit Kerja/Satuan Kerja menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil 
pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
maupun BPK atau 100% TLHP (Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan/Pemeriksaan), kecuali untuk temuan Tuntutan Ganti 
Rugi (TGR) yang tindak lanjut pembayarannya dengan angsuran 
dapat dianggap selesai jika berstatus lancar sesuai dengan rencana 
pembayarannya (bobot 5%); 

c. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Negara (LHKAN) 100% (bobot 5%); dan 

d. Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja 
internal minimal "B" (bobot 5%). 

2. Dokumen yang dibutuhkan: 
a. SK Tim Pembangunan ZI; 
b. Rekapitulasi TLHP yang dikeluark.an oleh lnspektorat; 
c. Rekapitulasi Penyampaian LHKAN; dan 
d. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. 

C. TATA CARA EVALUASI 

Tata cara pelaksanaan Evaluasi Zona lntegritas Inti adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi {LKE) 
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sebagai alat bantu evaluasi. Format LKE merupakan lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini. 

2. Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas 
Inti yang memuat simpulan terkait Unit Kerja/Satuan Kerja yang akan 
diusulkan dalam Pembangunan Zona lntegritas untuk memperoleh 
predikat WBK. 
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BABIV 
PENUTUP 

Terbangunnya Unit Kerja/Satuan Kerja yang berpredikat WBK 
dapat menjadi percontohan bagi Unit Kerja/Satuan Kerja yang sedang berupaya 
melakukan perbaikan pelayanan publik dan anti korupsi dalam rangka 
percepatan reformasi birokrasi. 

Unit Kerja/Satuan Kerja harus memahami bahwa upaya untuk 
memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 
integritas di lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada kepuasan 
masyarakat dalam menerima pelayanan, namun juga akan meningkatkan 
kepercayaan publik yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara 
konkrit di dalam lingkup Zona lntegritas adalah terbentuknya WBK pada Unit 
Kerja/Satuan Kerja. Pengembangan WBK secara bertahap diharapkan akan 
memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan capaian kinerja Unit Kerja. 

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di 
dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan 
lingkungan strategis yang ada. lndikator dalam rangka penetapan predikat 
menuju WBK diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin 
mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. Oleh 
karena itu diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan Zona 
Integritas untuk mengetahui efektivitas pedoman ini 
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